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BUPATI REJANG LEBONG 

PROVINS! BENGKULU 

PERATURAl'f BUPATl REJA?fO LEB0l'IG 
N0M0R 'tf TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PEREKRUTAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN 
DAl-AM KABUPATEN RE.JANG LEBONC 

Menimbang 

Mengingat 

J 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANO LEBONO, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak 
mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara sesuai dengan visi dan misi daerah dalarn 
RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 yaitu 
mewujudkan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang 
religius, serta sebagai bentuk pembinaan dan 
pengembangan keagamaan di Desa dan Kelurahan, maka 
perlu meningJ<atkan dan mengembangkan keimanan serta 
ketaqwaan masyarakat melalui penyediaan Ouru Agarna 
Desa dan Keluraban di Kabupaten Rejang Lebong; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Perekrutan Guru 
Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang 
Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi BcngJ<ulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 ); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan N8.3ional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentaog 
Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 
5234); 

• 



4. Undang-Undang iNomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tabun 
2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik fndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun I 968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemeri.ntahan di Propinsi Bengkulu (1..embaran 
Negara Republik fndonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 

2854 ); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri D~a.m Negc,ri 
Nomor 120 Tahun 2018 (Belita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 18 Nomor 157); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembatan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4769; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republfk Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor494 I; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republfk Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105; 

10. Peraturan Menleri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Pendidikan Keagamaan Islam (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 822; 

11 . Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tabun 20 IO ten tang 
Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596; 

12. Peraturan Oaerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Meneogah Oaerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah 
dengan Pera tu ran Oaerah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Oaerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 
Nomor 130); 

13. Peraturan Oaerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembenrukan dan Susunan Perangkat Oaerah Kabupaten 
Rejang Lebong sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan 
Oaerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Oaerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun 2018 Nomor 133). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN PEREKRUTAN 
OURU AOAMA DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN 
RE:JANG LEBONG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daer ah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupat i adalah Bupati Rejang Lebong. 
4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan keluraban. 

S. Bagian Administrasi Kesra adalah Bagian Administrasi Kesra Sekretariat 
Daerah Kabupaten Rcjang Lebong. 

6. Kecamatan adalah ,vilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
l<abupaten Rejang Lebong. 

7. Carnal adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
,vilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pclimpahan kewcnangan pemerintahan da.ri Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 

8. Ouru adalah seorang pengajar suatu ilmu. 
9. Agama adalah Agama Islam. 
J 0. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usu!, dan atau hak t radisonal yang di akui dan dihormati dalam sistem 
pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

J J. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten 
dalam ,vilayah kerja kecamatan. 

12. Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Rejang Lebong. 

J 3. Perekrutan Ouru Agama Desa dan Kelurahan adalah proses penyiapan Ouru 
Agama yang bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan 
tentang ilmu keagamaan Islam kepada masyarakat Desa dan Kelurahan. 

14. Calon Peserta Ouru Agama adalah masyarakat yang beragama Islam dan 
telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

BAB II 
PRfNSIP PEREKRUTAN OURU AOAMA OESA DAN KELURAHAN 

Pasal 2 

(I) Perekrutan Ouru Agama Desa dan Kelurahan menggunakan prinsip-prinsip 
sebagai berikut : 
a. terbuka; 
b. kontinuitas; 
c. akuntabel; 

.. J~~) 
triK~ 



d. tepat sasaran; 
e. tepat jumlah; dan 
f. tepat waktu. 

(2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurur a dimaksudkan 
bahwa perekrutan Ouru Agama Desa dan Kelurahan terbuka untuk semua 
masyarakal muslim laki laki di Daerah sepanjang rnemenuhi kriteria dan 
persyaratan yang ditetapkan. 

(31 Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat {I] huruf b 
dimaksudkan bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan 
dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang 
penganggarannya ditetapkan dalam APBD. 

(4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat {I) huruf c dimaksudkan 
bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dapat 
dipertanggungjawabkan bail< dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen 
pengelolaannya. 

(5) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d 
dimaksudkan bahwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan dilakukan 
dalam rangka pembinaan dan pengembangan keagamaan di Desa dan 
Kelurahan. 

(6) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf e 
dimaksudkan bahwa pcrckrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan akan 
ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah Desa dan Kelurahan yang 
ada. 

(7) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pac!A ayat (1) huruf f 
dimaksudkan babwa perekrutan Guru Agama Desa dan Kelurahan sesuai 
dengan jadwal waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan. 

BAB Ill 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pas.al 3 

{I) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam melaksanakan perekrutan Guru !\gama Desa dan Kelurahan dalam 
Kabupaten Rejang Lebong. 

(2) Peraturan Bupati iru bertujuan : 
a. memberikan motivasi atau dorongan kepada guru agama untuk senantiasa 

berkarya dan bekerja lebih baik serta bersumbangsih dalam bidang 
pembinaan dan pengembangan keagamaan di Daerah; 

b. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah 
Daerah dengan masyarakat muslim; dan 

c . sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 
masyarakat Rejang Lebong yang religius. 

BAB IV 
KRITERIA DAN PERSYARATAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN 

Pasal4 

(I) Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peserta Guru Agama Desa dan 
Kclurahan, yaitu : 
a. \varga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c . laki-laki dengan usia serendah•rendabnya 22 tahun dan setinggi-tingginya 

45 tahun; 
d . minimal sarjana Strata Satu (S !); 



• 

e. memiliki kompetensi ihnu keagamaan, antara lain mampu m b d 
ah

• "ilm . emaca an 
mem anu AJ-qur'an, menguasru u agama (tafaqquh fiddin) memah · 
ha<lits dan memahruni sejarah Nabi Muhammad SAW; ' anu 

(. memiliki kompetensi komunikasi, antara lain mampu menyampaikan 
ceramah agama/khutbah dan mampu memberikan konsultasi Agama; 

g. sehat jasmani dan rohani; 
h. bukan sebagai pengurus atau anggota partal politlk; 
i. bukan sebagai pegawai honorer atau sejenisnya yang dibiayai dari 

APBN/APBD. 
(2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta Ouru Agama Desa dan 

Kelurahan, yaitu: 
a. mengisi formulir pendaftaran Ouru Agama Desa dan Kelurahan; 
b. photo copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang sebanyak l (satu) lcmbar; 
c. photo copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

sebanyak l (satuJ lembar; 
d. photo copy ljazah Terakhir dan Transkip Nila! yang dilegalisir oleh pejabat 

yang berwenang sebanyak l (satu) lembar; 
e. surat pemyataan tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik, serta 

tidak sebagai pegawai honorer atau sejenisnya yang dibiayal dari 
APBN/APBD; 

f. surat keterangan sehat dari Ru mah Sakit atau Puskesmas. 

BABV 
TIM PER£KRUTAN DAN TIM PENOUJI 

OURU AOAMA DESA DAN KELURAHAN 

Pasal 5 

Pemerintah Daerah dalam menetapkan calon pescrta Ouru Agama Dcsa dan 
Kelurahan membentuk Tim Perekrutan dan Tim Penguji. 

Pasal6 

(J) Tim Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 dapat terdiri dari unsur 
Organisasi Perangkat Daerah/Unit Ke,ja di Jingkungan Pemerintah Daerah, 
instansi vertikal dan/atau akademisi. 

(2) Tim Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mempunyai tugas 
an tara Iain : 
a. memfasilitasi pembentukan Tim Penguji Ouru Agama Desa dan Kelurahan; 
b. menyiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat daJam 

Kabupaten Rejang Lebong berkenaan dengan perekrutan Guru Agama Desa 
dan Kclurahan; 

c. menginformasikan perekrutan Ouru Agama Desa dan Keiurahan melaJui 
media massa; 

d. menyiapkan kelengkapan administrasi berkenaan dengan perekrutan Guru 
Agama Desa dan Kelurahan; 

e. menerima dan menyeieksi berkas calon peserta Guru Agama Desa dan 
Kelurahan. 

PasaJ 7 

(I) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat terdiri dari unsur 
Pemerintah Daerah dan unsur akademisi, lembaga atau organisasi keagamaan 
!slam. 

(21 Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara 
lain: 

... ,, ~ -= 



..... - -
a. menyu$u.n da.n mcn,yia.pkan 608.I 
b. me.la.kukan tcs selcksi . sel~ksi Guru >\gama Dcsa d 
c. menctapkan dan rnel.:~!ic:;h:ul! tee tcnuUs da.n tcg wa""~~~:c1.ha.n; 

Kelurahan kepada Bupati melalui~~~e7c~':,,Ouru Agama o.,;... dan 

Pasa!S 

K;tentuan lebih lanjut mengenai T' . 
d1maksud dalam Pasal 6 dan P 

1 
;mdterekrutan dan Tun Penguji sebagaimana 

asa • •tetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VJ 
TATA CARA PEREKRUTAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN 

Pasal9 

(!) Pemerintah Daerah m J J · Ti p 
ea UJ m erckrutan menyiapkan dan menyampa.ikan 

surat edaran kepada seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Rcjang Lcbong 
tentang perekrutan Ouru Agama Desa dan Kelurahan sesuai dengan kritcria 
dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

(2) !erdasark_an ~urat edaran sebagaimana dimaksud pada ayal (I), Kecamatan 
c?sos1~sas1kan dan menginforma.sikan kepada seluruh ma~warakat muslim 

laki- laki yang memenubi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti seleksi 
Guru Agama Desa dan Kelurahao. 

(3) Calon peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan menyampailcan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Bupati melalui Tim 
Perekrutan. 

Pasal 10 

(!) Tim Penguji melakukan pemeriksa.an dan menyeleksi calon peserta Guru 
Agama Desa dan Kelurahan sesuai den.gan kriteria dan persya.rata.n 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Hasil pemeriksaan dan seleksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) diusulkan 
dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Ouru Agama Desa 
dan Kelurahan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Penetapan jumlah peserta Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana 
dirnaksud pada ayal (2), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahun 
berkenaan. 

BAB VII 
TU GAS DAN TANGGUNG JAW AB GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN 

Pasal 11 

( I) Togas Ouru Agama Desa dan Kclurahan, yaitu : 
a. menghidupkan syiar Islam ditempatnya bertugas; 
b. melakukao koordinasi dengan perangkat agama dan perangkat 

Desa/Kelurahan berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan 
Guru Agama Desa dan Kelurahan; . 

c. sebagai perintis/mengaktifkan kegiatan keagamaan d, Desa dan Kelurahan 
mulai dari anak-anak dan dewasa, TPQ/TPA, pengajian, kegiatan Risma 
serta membantu kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh perangkat 
agama; 

d. memberikan/menyalurkan ilmu pengetahuan keagamaan dalam majelis 
ta'lim/kelompok pengajian yang ada di Desa dan Kelurahan; 

e. dapat diperbantukan sementara sebagai Guru Agama Madrasah 
lbtidaiyah/SD dalam lial belum tersedianya Guru Agama Madrasah 
lbtidaiyah/SD di Desa dan Kelurahan; 

... 



r. me~.bantu perangka.t agruna dalam memakm .. 
keg1atan $ho.lat 5 (lima) waktu sholatJ·um'at duanrk""har1m~11d terutamo. daJam 

b t k · • ' .,.;sar Islam• 
g. mem ~ u eg1atan sos1al kemasyarakatan di Desa dan Keluraha,;, 

(2) TanggungJawab _Guru Agama Desa dan Kelurahan, yaitu : · 
a. bertanggung Jawab dalam mendidik dan menga· ka ·1 

I h I 
. . uar n I mu agama kepada 

se uru ap1san masyarakat di Desa dan kelurahan· 
b. bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan' Guru Agama Desa d 

Kelurahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Desa dan Kelurahan· an 
c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah di mana Guru Agama De~ dan 

Kelurahan merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati 
Re~~g Lebong dalam mewujudkan masyarakat Rejang Lebong cerdas dan 
religious; 

d . membuat laporan kegiatan bulanan yang diketahui Kepala Desa atau Lurah 
yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Bagian 
Administrasi Kesra; 

e. sedapat mungkin berdomisili di Desa dan Kelurahan. 

BAB VIII 
MASA BHAKTI GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN 

Pasal 12 

(1) Masa bhakti Guru Agama Desa dan Kelurahan adalah I (satu) tahun atau 
sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dapat 
diangkat kembali tanpa seleksi apabila mampu rnelaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya dengan baik yang d.ibuktikan dengan surat rekomendasi 
dari Kepala Desa dan Lurah pada tempatnya bertugas. 

BABIX 
PEMBERHENTJAN GURU AGAMA DESA DAN KELURAHAN 

Pasal 13 

(I) Pemberhentian Guru Agama Desa dan Kelurahan dapat dilalrukan apabila: 
a. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (I) dan ayat (2); 
b. mcngundurkan diri; 
c. meninggal dunia; 
d. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana; 
e . diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menjad.i pengurus/anggota partai 

politik, atau menjadi tenaga honorer/sejenisnya. 
(2) Dalam haJ Guru Agama Desa dan Kelurahan diberhentikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I), maka digantikan dengan calon peserta Guru Agama 
Desa dan Kelu rahan berdasarkan peringkat/rangldng pada saat mengikuti 
seleksi, dengan tetap memprioritaskan domisili calon peserta yang terdekat 
dengan Desa dan Kelurahan yang guru agamanya diberhentikan. 

BABX 
ANGGARAN 

Pasal 14 

Anggaran kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Rejang Lebong. ' 

l 



 

BABXJ 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORJIN 

Pasal JS 

(.I/ Pemblnaan dan pengawasan Guru Agama Desa dan Kelurahan dilakukan oleh 

Bagian Administrasi Kesra, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing, untuk memastikan tugas dan tanggung 

jawab Guru Agama Desa dan Kelu rahan telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Pelaporan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan akan disampalkan 

kepada Bupati melalw Bagian Administrasi Kesra uotuk menilai kualitas dan 

hasil pelaksanaan kegiatan Guru Agama Desa dan Kelurahan sebagal bah an 

eva.luasi lebib lanjut 

BAB XII 
KETENTIJAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlalcu pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, 

Bupati ini dengan penempatannya 

Lebong. 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 

Diundangkan di Curup 1 
Pada tanggal / 3 rer 2019 

Oitetapkan di Curup 
Pada tanggal 17 H/a,tl 

BJJAZI 

2019 

SERITA DAE:RAH KABUPATEN REJANG LEBONO TAHUN 2019 NOMOR ~)S 


